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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang 

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak 

Pasca Perceraian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 

2021-2024 pengajuan permohonannya dapat diajukan bersamaan dengan 

permohonan cerai, gugatan cerai dan gugatan nafkah anak. Di saat 

mengajukan cerai talak, suami juga dapat mengajukan permohonan agar 

anak ditetapkan hak asuhnya kepada istri dan ia akan dibebani nafkah 

anak. Sedangkan prosedur berperkara salah satunya pada cerai gugat (istri 

yang mengajukan), sebagai berikut: a). Pengajuan Permohonan, b). 

Pendaftaran Perkara, c). Mediasi, d). Sidang Pertama, e). Pemeriksaan 

Bukti dan Keterangan. Cara mengajukan nafkah anak dalam gugatan 

permohonan dapat dilakukan dengan 1). Pengajuan bersamaan dengan 

gugatan perceraian, yaitu gugatan nafkah anak diajukan secara bersamaan 

dengan gugatan perceraian oleh istri atau ibu dari anak-anak. 2). 

Pengajuan setelah putusan perceraian, ketika permohonan nafkah anak 

tidak diajukan secara bersamaan dengan gugatan perceraian, maka ibu 

atau wali anak tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak 

secara terpisah kapan saja setelah perceraian berlangsung. Tidak ada 

batasan waktu untuk mengajukan gugatan nafkah anak asalkan anak 

tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau belum mandiri menurut 

ketentuan hukum yang berlaku. Untuk waktu tidak ada batasannya 

sehingga pengajuan dapat dilakukan kapan saja selama syarat usia anak 

terpenuhi. Data jumlah pengajuan perkara nafkah anak di Pengadilan 

Agama Pariaman pada Tahun 2021 terdapat 52 perkara dengan cerai gugat 

9 perkara dan cerai talak 43 perkara. Tahun 2022 terdapat 57 perkara 
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dengan cerai gugat 8 perkara dan cerai talak 49 perkara. Tahun 2023 

terdapat 72 perkara dengan cerai gugat 25 perkara dan cerai talak 47 

perkara dan di tahun 2024 terdapat 46 perkara dengan cerai gugat 18 

perkara dan cerai talak ada 28 perkara. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dari diberlakukannya SEMA No. 3 

Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak di Pengadilan Agama 

Pariaman Tahun 2021-2024 berupa: Faktor pendukung yaitu: a). Hadir 

kedua pihak, b). Kesadaran kedua pihak dalam nafkah anak; dan Faktor 

penghambat berupa: a). Suami tidak hadir dalam persidangan, b) Istri 

tidak dapat memberikan keterangan tentang penghasilan suami, dan c). 

Suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam hal ini yang 

menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak 

yaitu terletak pada pekerjaan dan penghasilan ayah, pekerjaan ibu, serta 

biaya pendidikan dan kebutuhan anak.  

3. Analisis Hakim terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan 

Agama Pariaman Tahun 2021-2024 bahwa yang menjadi pertimbangan 

utama dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penambahan 

Nafkah Anak yang berupa: Pertama, mengenai kebutuhan anak 

berdasarkan usia, biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar 

lainnya. Kedua, pekerjaan dan penghasilan ayah karena penghasilan ayah 

itu menjadi penentu dalam menetapkan besaran nafkah dan persentase 

kenaikan tahunan. Ketiga, keadilan dan kepatutan putusan yang tidak 

memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Dalam hal penambahan 

nilai nafkah anak berdasarkan peraturan SEMA No. 3 Tahun 2015 di 

Pengadilan Agama Pariaman menunjukkan bahwa kebijakan ini 

memberikan dampak yang signifikan dalam melindungi hak anak setelah 

perceraian. SEMA tersebut mengatur bahwa anak wajib mendapatkan 

kenaikan 10% hingga 20% setiap tahunnya dengan tujuan untuk 

menyesuaikan diri terhadap peningkatan biaya hidup yang akan terus 

meningkat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Implementasi SEMA No. 3 
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Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman terkait nafkah anak ini 

memang telah terlaksana yang dapat dilihat dengan adanya beberapa 

putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam SEMA ini. Namun, jika dilihat di lapangan pelaksanaan ketentuan ini 

tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal dan menyeluruh, hal ini 

dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab ayah dalam 

memberikan nafkah anak setelah terjadi perceraian. Nafkah anak dapat 

terlaksana dengan baik jika ada upaya yang dilakukan oleh ibu dalam 

menuntut terkait nafkah anak kepada mantan suaminya terutama  yang 

memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang memadai terutama 

yang berstatus sebagai PNS, sehingga secara hukum seharusnya mampu 

memenuhi kewajiban nafkah anak. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan oleh penulis, maka 

penulis memberikan beberapa saran terkait judul skripsi penulis yaitu: 

1. Penulis menyarankan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusan 

untuk besaran nafkah anak yang akan diberikan sebagai berikut: Pertama, 

kondisi ekonomi orang tua yang mana pengadilan harus 

mempertimbangkan kemampuan finansial orang tua dalam menentukan 

besaran nafkah yang wajar dan adil. Kedua, kebutuhan anak maka hakim 

perlu memperhatikan kebutuhan spesifik anak, termasuk pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang berdasarkan pada usia dan 

kondisi anak. Ketiga, perubahan situasi yaitu pengadilan harus 

memberikan ruang bagi peninjauan kembali nafkah anak jika terjadi 

perubahan yang mendasar dalam hal masalah ekonomi atau kebutuhan 

anak. Selain dengan peraturan yang telah ada sebagai pedoman bagi hakim 

ditambah juga dengan diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 secara 

efektif, diharapkan Pengadilan Agama Pariaman dapat memberikan 

perlindungaan yang lebih baik bagi hak-hak anak pasca perceraian serta 
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menciptakan keadilan bagi kedua orang tua. Hal ini juga akan berpengaruh 

pada kesejahteraan anak yang merupakan tujuan utama dari penentuan 

nafkah. Selain itu juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang 

terlibat. 

2. Penulis menyarankan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan 

sehingga dapat mempermudah bagi hakim dalam penentuan jumlah 

nafkah anak yang akan diberikan. Selain itu juga kesadaran hukum bagi 

pihak dalam memahami pentingnya memenuhi kewajiban nafkah dan 

dampak bagi kesejahteraan anak. Dalam hal ini, pentingnya ada lembaga 

yang dapat melakukan edukasi, pemantauan dan evaluasi untuk 

memastikan bahwa nafkah yang ditetapkan tetap sesuai dengan 

kebutuhan anak dan kondisi ekonomi orang tua serta terlaksana pasca 

perceraian. 
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